
 
 
 

 

 
 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 
PROVINSI JAMBI 

 
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

NOMOR :  252  /Kep. Bup/BKPSDM/2024 
 

TENTANG 
 

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN FUNGSIONAL BIDAN 
A.N. HASMITA, AM.Keb NIP. 19880324 201001 2 011 

 
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 
Menimbang : a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf d Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri 
Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan 
Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari Jabatan Fungsional apabila 
menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; 

 
b. bahwa Sdri. Hasmita, AM.Keb NIP. 19880324 201001 2 011 

melaksanakan Tugas Belajar Diploma Empat (D-IV) Kebidanan di 
Institut Kesehatan Helvetia Medan berdasarkan Keputusan Bupati 
Tanjung Jabung Barat Nomor 441/Kep-Bup/BKPSDM/2020 tanggal 16 
Juni 2020 tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil a.n. Hasmita, 
AM.Keb NIP. 19880324 201001 2 011, sehingga perlu diberhentikan 
dari Jabatan Fungsional Bidan; 

 
  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Bidan a.n. 
Hasmita, AM.Keb NIP. 19880324 201001 2 011; 

 
Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 

Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), 
sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan 
Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom 
Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 

 
  2.  Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang No 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 81, Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia 
Nomor 3969); 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah  diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 
 

4.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

5.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5601); 

 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
6897); 
 

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6402);  

 

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54); 

 

12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang 
Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494); 
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 
3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5). 

 

14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25); 

 

Memperhatikan : Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 441/Kep-
Bup/BKPSDM/2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang Tugas Belajar 
Pegawai Negeri Sipil a.n. Hasmita, AM.Keb NIP. 19880324 201001 2 
011. 

 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan     : 
KESATU   : Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2020 memberhentikan Pegawai Negeri 

Sipil sebagai berikut: 
 

a. Nama  : HASMITA, AM.Keb. 

b. NIP  : 19880324 201001 2 011 

c. Tempat / Tgl Lahir  : Suban, 24 Maret 1988 

d. Pangkat / Gol. Ruang : Pengatur Tk.I, II/d 

e. Jabatan Lama  : Bidan Terampil Puskesmas Rawat Inap 

Teluk Nilau Kec. Pengabuan Kab. Tanjung 

Jabung Barat 

f. Jabatan Baru  : Pelaksana Pengelola Program dan Kegiatan 

BKPSDM Daerah Kab. Tanjung Jabung 

Barat 
 

  dari Jabatan Bidan Terampil dengan angka kredit 131,163 (seratus tiga 
puluh satu koma satu enam tiga). 

 

KEDUA  : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sebagaimana 
dimaksud pada Diktum KESATU tidak diberikan tunjangan fungsional 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 

 

KETIGA  : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU 

dapat diangkat kembali dalam jabatan Fungsionalnya sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
 

Asli Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan 
untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

 
Ditetapkan di   Kuala Tungkal 
pada tanggal, 20 Mei 2024                                             

 
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 
ttd 

 
              ANWAR SADAT 

 
 

 
 


